AN

WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR %3 TAHUN 2012

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BATAM,

Menimbang . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka
perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kota Batam.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor
4844);




Menetapkan

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 67);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 78);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAN
PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI

DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BATAM.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Walikota adalah Walikota Batam.

Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor
Perdesaan dan Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.



Klasifikasi adalah pengelompokan Nilai Jual Bumi atau
Nilai Jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman
penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

BAB II
KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

(1) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi untuk Objek PBB-P2

(2)

(3)

(4)

ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek PBB-P2 lebih besar
dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual Bumi tersebut
ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Klasifikasi NJOP Bangunan untuk Objek PBB-P2
ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Dalam hal nilai jual Bangunan untuk Objek PBB-P2 lebih
besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual
Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Pasal 3

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai dasar Pengenaan PBB-P2 untuk
masing-masing wilayah Kelurahan yang ditetapkan dalam
Keputusan Walikota.



BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2013.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 November 2012

WALIKOTA BATAM

1AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

BERITA DAERAH KOTA BATAM\TAHUN 2012 NOMOR 43



